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Menimbang :      a .

BUPATI LANGKAT,

bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2OL4 tentang Dana Desa Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana
telah diubah terakhir kali dengan Peratura-n Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan l(edua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OI4 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati
menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa di Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2OlB;

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Kabupaten Langkat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1,092);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Sae5);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074
Nomor 244, Tartbahan l.embaran Negara Republik Irrdonesia
Nomor 5587) sebagajmana telah beberapa kati diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 20ls
(krrr.-baran Negara Republik Indonesia Tahun 201.5 Nomor
567e);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun IgB2 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tmg<at II I*ngkat dan
Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di wilal'ah
Kabupaten II Langkat (t"ernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1982 Nomor 9);

Mengingat :   1.

b.

2.

3.

4.
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7。  Peraturan Peinenntah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan
Bel劉可a Negara(Lelmbaran Negara Republik lndonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambaharl Lel■baran Negara Republik
lndonesia Nomor 5558),sebagaimana telah diubah terakh士
dengan Pcraturan Pernenntah Nolnor 8 Tahun 2016
(Lcmbaran Negara Rcpublik lndonesia Tahun 2016 Nomor
57,Tambahan Lelnbaran Negara Repub五 k lndonesia Nomor
5864);

8。  Peraturan Pemenntah Nomor 107 Tahun 2017 tentang
Rindan Anggaran Pendapatan dan BelanJa Negara Tahun
2018 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2017
Nomor 1971);
9.Peraturan Mente五 Dalam Nege五 Nolnor l13 Tahun 2014
tentang Pengelolaarl Keuangan Desa(BC五 ta Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nonlor 2093);
10.Peraturan Mente五  Mente五  Desa, Pcmbangunan Daerah
Tertinggal,dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017(Be五 ta
Negara Repub■ k lndonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
11.Peraturan Mente五  Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Transfer ke Dacrah dan Dana Desa
(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 537)
sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhむ  dengarl
Peraturan Mente五  Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017
tentang Pcrubahan Kedua Atas Peraturan Mente五 Keuangan
Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa(Be五 ta Negara Republik lndonesia
Tahun 2017 Nomor 1970);
12.Peraturan Mente五  Kcuangan Nomor 199/PMK.07/2017
tentang Tata   Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap
KabuFiaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa
Setiap Desa(Be五ta Negara Republik lndonesia Tahun 2017
Nomor 1884);
13.Peraturarl Mente五 Kcuangan Nomor 226 /PMK.07/2017
tntang Pembahan Rindan Dana Desa Menllrut Daerah
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Be五 ta Negara
Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 5 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah Tahun
Al■ggaran 2018(Lembararl Daerah Kabupaten LaFlgkat Tahun
2017 Nornor 3)。
15.Peraturan Bupati Langkat Nomor 43 Tahun 2017 tentang
Pel可abaran Anggaran Pendapatan dan Belatta Daerah Tahun
Anggaran 2018 (Bcrita Daerah Kabupaten Langkat Tahun
2017 Nolmor 43)。
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengau:
1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Langkat
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan

narna lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkal prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistern
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang dipemntukkan bagl
Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdaya€m masyarakat.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa;

8. Jumlah Desa adalah jumlatr Desa yang ditetapkan oleh
Kementerian Dalam Negeri.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya
disingftat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.

10. RKUD adalah Rekening Kas Umum Kabupaten Langkat.
RKD adalah Rekening Kas Desa.

BAB H
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasa1 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Langkat Tahun
Anggaran 2018,  dialokasikan secara merata dan berkeadilan
berdasarkan:
ao Alokasl Dasar;
b. Alokasi Aflェ 1■laSi;dan
c. Alokasi Fo■ ■■■ula.



Pasal 3

Alokasidasarsetiapd'esasebagaimanadimaksuddalamPasal2
ir"r"f a, dihitung btrdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota
aiU"gt jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam

i;iir* peraturan presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang

Riniian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2018.

Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa

sangat Tertinggal ya-ng memiliki jumlah penduduk miskin
tinggi.

(2) Alokasi Afrrmasi per Desa dihitung dengan rLlmus sebagai
berikut:

AA per Desa = AA6"s711o1" I {Q. DST) + (1 " DT}}
Keterangan:
AA per Desa = Alokasi Alirmasi per Desa
AA6^671o1' = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam

Lampiran Perpres mengenai Rincian
APBN TA 2018

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang
memiliki jumlah penduduk miskin tinggr

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki
jumlah penduduk miskin tinggt

(3) Besaran Alokasi Afrrmasi untuk Desa Tertinggal yang
memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1

(satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
(4) Besaran Alokasi Alirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang

memiliki jumlah penduduk miskin tinggr dihitung sebesar 2
(dua) kali Alokasi A-{irmasi per Desa.

(5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah
Penduduk Miskin Tinggr adalah Desa Tertinggal dan Desa
Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian
Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c,
dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan,
luas wilayah, dan indeks kesulitan geogralis yang bersumber dari
kementerian yang berurenang dan/atau lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan
formula sebagai berikut:
AF Desa= (0,10 * Zl1 + (O,5O * 221 + (0,15 * Z3l + (0,25 * Z4ll* AF

Kab/Kota

Keterangan:
AF Desa
ZL

22

= Alokasi Formula setiap Desa
= rasio jumfah penduduk setiap Desa terhadap

total penduduk Desa Kabupaten.
= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa

terhadap total penduduk miskin Desa
Kabupaten.

= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total
luas wilayah Desa Kabupaten.

Z3



Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap iKG Desa
Kabupaten.

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan
data dari kementerian yang bernrenang dan/atau lembaga yaxg
menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten
Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB III
PEI.IYALURAN DANA DESA

. Pasal 9

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan
dari dari RKUD ke RKD, melalui beberapa tahapan :

a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat
minggu ketiga Juni sebesar 2Oo/" (dua puluh persen);

b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat
minggu keempat Juni sebesar 4Oo/o (empat puluh persen);
dan

c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 4Oo/o (empat puluh
persen);

(2) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling latna 7
(tujuh) hari keda setelah Dana Desa diterima di RKUD.

(3) Penyaluran dana dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen
persyaratan penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDEsa dari

Kepala Desa;
b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian

output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala
Desa; dan

c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian
outprut Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala
Desa.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa
sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling
sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata
capaian output menunjukkan paling sediicit sebesar 50% (lima
puluh persen).

(5) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase
capaian outgrut dari seluruh kegiatan.

(6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaln:kan sesuai dengan
tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian
output, volume otttput, cara pengadaan, dan capaia,n outpttt.

(7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa
dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu
pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga
terkait.
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BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana prioritas yang
ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
darr Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2Ol7 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang
tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat
persetujuan Bupati.

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan pada saat eva-luasi rancangan peraturan Desa
mengenai APBDesa.

Pasal 1 1

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan
dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber
daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak
menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas
penggunaan Dana Desa.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

(1) Kepala Desa menyarnpaikan laporan realisasi penyerapan dan
capaian outprtt Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada
Bupati melalui Dinas PMD.

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaiaa output Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana

Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
b.laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana

Desa tahap I.
(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa

tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (21huruf a disampaikan paling lambat tanggat 7 Januari
tahun angga-ran berjalan.

(4) l"aporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa
tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b
disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran
berjalan.

Dalarn hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas
waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dan ayat (4lr, Kepala Desa dapat menyampaikannya
pemutalctriran capaian output kepada Bupati melalui Dinas PMD.
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BAB VI
SANKSI

Pasal 14

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal9 ayat (5);
b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun angga-ran

sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa seba-gaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana
Desa tahap I tahun anggaran be{alan sebesar Sisa Dana Desa
di RKD tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan
disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak
dilakukan.

(a) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun
anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen),
penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana
Desa di RKUD.

(5) Bupati melaporkan Dana Desa yarrg tidak disalurkal
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa.

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun
anggaran berikutnya.

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
disampaikan oteh aparat pengawas fungsional di daerah
dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan
penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (71

disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala
KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana
dimaksud dalam Pasa19.

Pasal 15

(1)Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda da-lam
hal:
a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya

kurang dari atau sarna dengan 30%; dan
c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2)Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal L4 ayat (1) huruf a dan huruf c
berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun zrnggaran,
Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi
sisa Dana Desa di RKUD.

(3)Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN seiaku KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(4)Bupafi memberitahukan kepada Kepala Desa yang
bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda
penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
lambat akhir bulan November tahun a-nggaran berjalan dan






















